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PUTUSAN

Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Sgta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta   yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  Hakim  Tunggal telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 6408090903730002, tempat dan tanggal lahir Jakarta,

09 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx,

Pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas,  tempat

kediaman  di  KABUPATEN  KUTAI  TIMUR  sebagai

Pemohon;

melawan

TERMOHON,  NIK-,  tempat  dan  tanggal  lahir  Sangkulirang,  04  Juli

1978,  agama  Islam,  pekerjaan  xxx  xxxxx  xxxxxx,

Pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Pertama,  tempat

kediaman di KABUPATEN KUTAI TIMUR, sekarang  tidak

diketahui  alamatnya dengan jelas baik  didalam maupun

diluar Wilayah Republik Indonesia, sebagai  Termohon;

 Pengadilan Agama tersebut;

 Telah mempelajari berkas perkara;

 Telah mendengar keterangan Pemohon;

 Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 2 Mei 2023 telah

mengajukan  permohonan  Cerai  Talak,  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Sgta tanggal 2

Mei 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan  pada

tanggal  3  April  1998  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor

Urusan  Agama Kecamatan  Sangkulirang,  xxxxxxxxx  xxxxx  xxxxx  sesuai

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/05/01/1998 tanggal 3 April 2098;
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2. Bahwa,  setelah  pernikahan  tersebut  Pemohon  dengan  Termohon

bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxx xxx, xxxx xxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxxx,  Kabupaten Kutai  Timur dan terakhir  masing-masing

bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut;

3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun

dan  bergaul  sebagaimana  layaknya  suami  istri  (ba’da  dukhul)   dan

dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama:

a. ANAK I yang lahir di Jakarta tanggal 06 Juli 2099;

b. ANAK II lahir di Jakarta tanggal 19 November 2002;

c. ANAK III lahir Sangatta tanggal 4 mei 2012;

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan  Termohon hidup  rukun  dan

harmonis,  namun  tidak  bertahan  lama  keharmonisan  tersebut  karena

antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekcokan

akibat:

a. Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain (PIL) dan di akui oleh

Termohon;

b. Bahwa Termohon  meminta  cerai  dari  Pemohon dengan  alasan

bahwa Termohon sudah memiliki PIL (pria idaman lain) sudah menikah;

5. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  percekcokan  antara  Pemohon  dan

Termohon  terjadi  pada  sekitar  tahun  2018  dengan  permasalahan  yang

sama  dengan  mengakibatkan  Pemohon  dan  Termohon  sepakat  untuk

mengakhiri rumah tangga dengan berpisah;

6. Bahwa  sejak  kejadian  itu  hingga  saat  permohonan  ini  diajukan  ke

Pengadilan Agama Sangatta, Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya

(ghoib);

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon antara

lain  dengan  menanyakan  keberadaannya  kepada  keluarga  dan  teman-

teman Termohon, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang mengetahui di

mana  Termohon  berada.  Dan  untuk  menguatkan  keterangan  tersebut,

dengan ini  Pemohon melampirkan  Surat  Keterangan Ghoib dari  Kantor

Desa Cipta Graha nomor:73/15.2004/IV/2023;
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8. Bahwa  dengan  keadaan  sedemikian  itu,  maka  rumah  tangga  antara

Pemohon  dengan  Termohon  sudah  tidak  ada  harapan  dan  kehidupan

rumah tangga yang  sakinah, mawaddah,  dan  rahmah  sebagaimana yang

dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3

Kompilasi  Hukum  Islam  sudah  tidak  mungkin  dapat  dicapai  lagi.  Oleh

karenanya Pemohon sudah  tidak  sanggup lagi  untuk  melanjutkan hidup

berumah  tangga  dengan  Termohon  dan  Pemohon  berkesimpulan  satu-

satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon;

9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah

memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b

dan/atau f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan/atau f Kompilasi

Hukum Islam;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar  biaya yang timbul  dalam

perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Agama  Sangatta  segera  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon  (PEMOHON)  untuk menjatuhkan  talak

satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan

Agama Sangatta;

3. Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang

berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila  Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan

yang seadil-adilnya.

Bahwa pemeriksaan  perkara  ini  dilaksanakan  dengan Hakim Tunggal

berdasarkan  Surat  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor

58/KMA/HK.05/2/2023 tanggal  10  Februari  2023 tentang  Permohonan  Izin

Persidangan dengan  Hakim Tunggal;
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Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang

menghadap  sendiri  di  persidangan,  sedangkan  Termohon  tidak  datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah, meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan

Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Sgta, tanggal 3 Mei 2023 dan tanggal 5 Juni 2023,

yang dibacakan di  persidangan,  Termohon telah dipanggil  secara resmi dan

patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Termohon  tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  dengan  menasehati

Pemohon  agar tetap rukun dengan Termohon  namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  perkara  dengan  membacakan  surat

permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh

Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herudin dengan NIK

6408090903730002 tertanggal  20  Oktober  2020,  bermeterai  cukup,

selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan

aslinya  oleh  Hakim  ternyata  sesuai  dengan  aslinya,  lalu  oleh  Hakim

diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/01/1998 tanggal 3 April

2098, yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

Sangkulirang  xxxxxxxxx  xxxxx  xxxxx, bermeterai  cukup,  selanjutnya

setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh

Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi

tanda P.2;

3. Asli Surat Keterangan Nomor: 470/33/PEM/II/2023 tertanggal 02

Februari  2023,  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa  Cipta  Graha

Kecamatan Sangkulirang xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, yang telah bermeterai
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cukup, selanjutnya setelah diperiksa, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi

tanda P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI  1,  umur  24  tahun,  agama Islam,  pendidikan SLTA,  pekerjaan

xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUTAI TIMUR dan

dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut : 

- Bahwa  saksi  kenal  Pemohon karena  saksi  adalah  adik  ipar

Pemohon;

- Bahwa saksi kenal istri Termohon bernama Rohani;

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di  rumah

kediaman bersama di xxxx xxxxxx;

- Bahwa  Pemohon  dan Termohon  sudah  dikaruniai 3  (tiga)  orang

anak;

- Bahwa sejak  tahun  2018  rumah tangga  Pemohon dan  Termohon

sudah tidak harmonis karena mereka sering bertengkar;

- Bahwa saksi pernah beberapakali  melihat Pemohon dan Termohon

bertengkar;

- Bahwa mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar

karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun

awal tahun 2018;

- Bahwa  Termohon  yang  pergi  meninggalkan  rumah  kediaman

bersama dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya meskipun

sudah pernah dicari;

- Bahwa  selama  berpisah  Pemohon  dan  Termohon tidak  pernah

kumpul bersama lagi layaknya suami istri;

- Bahwa  pihak  keluarga  sudah  pernah menasehati  Pemohon  agar

tetap  sabar mencari Termohon namun tidak berhasil;

2.  SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan xxx

xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di  xxxxx xxxxxx, xxx xx, xxxx xxxxxx,
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Kecamatan Bengalon, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx dan  dibawah sumpahnya

telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : 

- Bahwa saksi  kenal  Pemohon dan Termohon  karena saksi  adalah

anak kandung Pemohon;

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di  rumah

kediaman bersama di xxxx xxxxxx;

- Bahwa  Pemohon  dan Termohon  sudah  dikaruniai 3  (tiga)  orang

anak;

- Bahwa sejak  tahun  2018  rumah tangga  Pemohon dan  Termohon

sudah tidak harmonis karena mereka sering bertengkar;

- Bahwa saksi pernah beberapakali  melihat Pemohon dan Termohon

bertengkar;

- Bahwa mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar

karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun

awal tahun 2018;

- Bahwa  Termohon  yang  pergi  meninggalkan  rumah  kediaman

bersama dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya meskipun

sudah pernah dicari;

- Bahwa  selama  berpisah  Pemohon  dan  Termohon tidak  pernah

kumpul bersama lagi layaknya suami istri;

- Bahwa  pihak  keluarga  sudah  pernah menasehati  Pemohon  agar

tetap  sabar mencari Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa di  muka persidangan Pemohon memberikan kesimpulan  yang

pada pokoknya tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon dan

memohon agar perkaranya dikabulkan;

Bahwa guna  meringkas uraian  putusan ini,  maka ditunjuk  segala  hal

yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai

bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai di muka;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  11  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor 48 tahun 2009 tentang Kean Kehakiman jo. Pasal 68 Ayat (1) Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa  Pengadilan  dalam

memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  suatu  perkara  harus  dengan  susunan

sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim namun berdasarkan Surat Keputusan

Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor  58/KMA/HK.05/2/2023 tanggal  10  Februari

2023 tentang  Permohonan  Izin  Persidangan dengan  Hakim  Tunggal maka

pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak pernah hadir di

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula

ada  orang  lain  yang  menghadap  sebagai  wakil/kuasanya,  maka  kewajiban

untuk  menempuh  upaya  mediasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Peraturan

Mahkamah  Agung  Nomor  1  tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di

Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  154  R.Bg.  jo.  Pasal  65

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor  3  Tahun 2006,  dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  jo.  Pasal 39  Ayat (1)

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Hakim  telah

berupaya mendamaikan dengan menasehati  Pemohon agar  Pemohon tetap

menunggu  dan  mencari  keberadaan  Termohon  namun upaya  tersebut  tidak

berhasil;

Menimbang,  bahwa Termohon telah  dipanggil  secara resmi  dan patut

untuk menghadap dipersidangan  sebagaimana  ketentuan Pasal 27 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  maka   berdasarkan Pasal  149  Ayat  (1)

R.Bg, jo. Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka
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permohonan Pemohon   dapat  diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya

Termohon;

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dimulailah  pemeriksaan  perkara  ini

dengan  membacakan  surat  permohonan  Pemohon  yang  isinya  tetap

dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil permohonan Pemohon,

ternyata permohonan  Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disandarkan

kepada  alasan  bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain

(PIL) dan di akui oleh Termohon dan Termohon meminta cerai dari Pemohon

dengan alasan bahwa Termohon sudah memiliki PIL (pria idaman lain) sudah

menikah, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo.  Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan

Pemohon harus dinyatakan sebagai permohonan yang berdasar hukum, karena

alasan  perceraian  yang  didalilkannya  telah  sesuai  dengan  ketentuan  yang

berlaku;

Pembebanan Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan

yang berdasar hukum dan oleh karena Termohon ternyata tidak pernah hadir

di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi

dan  patut,  maka  berdasarkan  Pasal  149  R.Bg.,  seharusnya  permohonan

Pemohon dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian

terlebih  dahulu  kepada  Pemohon,  namun  oleh  karena  perkara  ini  adalah

perkara  perceraian,  maka  mengingat  azas  mempersulit  perceraian

sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1

Tahun  1974  Angka  4  huruf  e  dan  untuk  menghindari  kemungkinan  tidak

hadirnya  Termohon  adalah  dilatar  belakangi  oleh  motif  penyelundupan

hukum  dengan  cara  Termohon  sengaja  tidak  hadir  untuk  memperlancar

terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari  perceraian dengan

alasan  sepakat  bercerai  (persepakatan  cerai)  yang  tidak  dianut  dan  tidak

dibenarkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  maka
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Pemohon tetap dibebani pembuktian sesuai Pasal 22 Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan;

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  permohonannya,

Menimbang,  bahwa untuk membuktikan dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon

telah mengajukan alat bukti surat, yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1),

fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2),  asli  Surat Keterangan Ghaib (P.3) serta 1

(satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut

telah  di-nazegelen dengan bermeterai  (vide:  Pasal  3  ayat  (1)  huruf  (b)  dan

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1430 Tentang Perubahan Tarif Bea

Meterai dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).  Dengan demikian,  alat  bukti  tertulis

berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut telah

memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1  merupakan  akta  otentik,

dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan  undang-undang  di  hadapan  pejabat

umum  yang  berwenang  (vide:  Pasal  1868  Kitab  Undang-Undang  Hukum

Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon serta menerangkan

bahwa Pemohon bertempat  tinggal  di  wilayah xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.  Bukti

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan

pembuktian  yang  sempurna  (volledig  bewijskracht)  dan  mengikat  (bindende

bewijskracht). Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di

dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara a quo secara

relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.2  merupakan  akta  otentik,

dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan  undang-undang  di  hadapan  pejabat

umum  yang  berwenang  (vide:  Pasal  1868  Kitab  Undang-Undang  Hukum

Perdata), Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah

terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di KUA Kecamatan Samarinda

Ilir  xxxx xxxxxxxxx, bukti  tersebut  telah memenuhi  syarat  formil  dan materil,
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serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht)

dan mengikat  (bindende bewijskracht). Maka harus dinyatakan terbukti bahwa

Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga Pemohon dan

Termohon berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.3  berupa  surat  keterangan

ghaib, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon sejak tanggal 20 April

2021  sudah  tidak  diketahui  lagi  keberadaanya  di  wilayah  Negara  Kesatuan

Republik Indonesia, maka Hakim menilai bahwa bukti tersebut hanya bernilai

bukti permulaan dan masih memerlukan bukti lain;

Menimbang,  bahwa  saksi  1  (satu)  dan  2  (dua)  yang  diajukan  oleh

Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (vide: Pasal

172 ayat (1) R.Bg.  juncto  Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata),  sudah disumpah sesuai  agamanya (vide:  Pasal  175 R.Bg.

juncto Pasal  1911  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata)  dan  telah

memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg.

juncto Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1

(satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat

formil sebagai saksi;

Menimbang,  bahwa  terhadap  keterangan  saksi  1  (satu)  dan  saksi  2

(dua) tersebut  Hakim menilai  bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi  2

(dua)  adalah  keterangan yang  diberikan berdasarkan  pengetahuan dan

penglihatan langsung serta  relevan dengan  dalil  yang harus dibuktikan oleh

Pemohon,  maka keterangan  saksi  1 (satu)  dan saksi  2 (dua)  tersebut  telah

memenuhi syarat materiil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308  sehingga

memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) ternyata

saling  bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

maka keterangan dua  (dua)  orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Fakta Hukum
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Menimbang,  bahwa berdasarkan dalil  permohonan Pemohon dan alat

bukti  dari  Pemohon,  maka  Hakim  telah  menemukan  fakta  hukum  sebagai

berikut:

-Bahwa  Pemohon dan Termohon adalah suami istri  dan telah  dikaruniai 1

(satu) orang anak;

-----------------Bahwa sejak 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

----Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021

atau  sekitar  2 (dua)  tahun  lamanya karena  Termohon  telah  pergi

meninggalkan Pemohon;

-- -Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak

pernah kumpul bersama lagi layaknya suami istri;

--------Bahwa sudah ada upaya untuk menasehati Pemohon agar tetap sabar

mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang,  bahwa  Pemohon  dalam  surat  permohonannya  dalam

petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), pada pokoknya ialah mohon kepada

Hakim  untuk  mengabulkan  permohonannya  dengan  memberi  izin  kepada

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon didepan sidang

Pengadilan Agama Sangatta yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

menyatakan,  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  dan  batin  antara  seorang  pria

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa;

Menimbang,  bahwa  sementara  itu  Pasal  2  Kompilasi  Hukum  Islam

menyatakan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad

yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiidhon untuk mentaati perintah Allah dan

melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  maka  untuk  dapat  melakukan
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perceraian harus terdapat cukup alasan atau terdapat alasan yang kuat bahwa

antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi  Hukum  Islam  setidaknya  memuat  2  (dua)  unsur  yang  harus

terpenuhi, yaitu: 

1. Suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

bersifat terus menerus;

2. Antara  suami  istri  sudah  tidak  ada  harapan  akan  hidup

rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang,  bahwa  kedua  unsur  tersebut  dapat  dipertimbangkan

sebagaimana tersebut di bawah ini: 

1. Suami  dan  istri  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang bersifat terus menerus:

Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  diatas  telah

ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak

rukun  dan  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran sejak tahun 2018;

Menimbang,  bahwa dalam perkara  ini  Hakim sependapat  dengan

yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  273  K/AG/1998  tanggal  17

Maret  1999  yang  mengandung  abstraksi  hukum,  bahwa  cekcok,  hidup

berpisah  tidak  dalam satu  tempat  kediaman  bersama,  salah  satu  pihak

tidak  berniat  untuk  meneruskan  kehidupan  bersama  dengan  pihak  lain,

merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf

(f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  selain  itu  Hakim  perlu

mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat

Hakim  yang  terdapat  dalam  Kitab  Al-Fiqh  al-Islamy  wa  adilatuh,  juz  7,

halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

التفريقا للشقاقا اوللضررا منعصصاا للصصنزعا حصصتىا لا تصصصبح
للحيصصاا اةا للزوجيصصةا جحيمصصاا وبلا ءا ولقولصصها عليصصها الصصصلاة

والسلاما لا اضررا ولاضرار
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Artinya : “Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang
terus  menerus  ataupun  disebabkan  kemadharatan  untuk
mencegah pertikaian agar  jangan sampai  kehidupan suami-istri
menjadi  neraka  dan  bencana,  hal  ini  berdasarkan  sabda
Rasulullah  SAW.  Tidak  ada  kemadharatan  dan  tidak  boleh
melakukan kemadharatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Hakim

berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dimana

perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  mengakibatkan  Pemohon  dan

Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 atau sekitar 5 (lima) tahun

sampai dengan saat ini dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

2. Antara suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam

rumah tangga:

Menimbang,  bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  sulit  untuk  didamaikan  meskipun

Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya

untuk  bercerai  akan  tetapi  tidak  berhasil,  selain  itu  orang  terdekat  dari

Pemohon  (keluarga  Pemohon)  sebelumnya  telah  berusaha  merukunkan

Pemohon  dan  Termohon  namun  tidak  berhasil  bahkan  Pemohon

bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon, untuk itu Hakim perlu

mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat

Hakim yang terdapat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq,

juz I, halaman 83 :

وقدا اختارا الاسلاما نظااما الطلقا حينا تضطربا الحيصصااة
الصصزوجينا ولما يعصصدا ينفصصعا فيهصصاا نصصصائحا ولا صصصلحا وحيث
تصصصصبحا الربطصصصةا الصصصزوجا صصصصوراةا منا غصصصيرا روحا لان
الاستمرارا معناها اانا يحكما علىا احدا الزوجينا بالسجن

المؤبدا وهذاا تاباها روحا العدالةا 
Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah

dianggap  goncang serta  dianggap sudah tidak  bermanfaat  lagi
nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa
ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum
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salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini
adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Hakim

berpendapat  bahwa  terbukti  Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak  ada

harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian unsur

kedua telah terpenuhi;

Menimbang,  bahwa dalam suatu rumah tangga jika   suami  istri  telah

terjadi  perselisihan dan pertengkaran, lalu hidup pisah rumah dan tidak ada

komunikasi  yang baik bahkan tidak saling bertemu dalam waktu yang lama,

maka keadaan tersebut menurut Hakim merupakan bukti rumah tangga yang

telah pecah atau broken marriage dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi

karenanya tidak akan bisa mencapai  tujuan  perkawinan sebagaimana pasal 1

Undang-Undang Nomor  1  Tahun 1974 yaitu  terbentuknya keluarga sakinah,

mawaddah warohmah.  hal  tersebut  sejalan dengan perintah Allah dalam Al-

Qur’an Surat Ar-Ruum ayat (21):

ومنا أيصتصصها أانا خلصقا لكما منا أنصفسصكما أزواجصصصاا لصتصسكنصصصوا

إليصهاا وجصصصعلا بصينصصصكما مصصصوداةا ورحصمصصصةا إانا فىا ذالصصكا ليصصات

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لصقواما يصتصفكروان

Artinya  :  Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan

untukmu istri-istri  dari  jenismu sendiri,  supaya kamu cenderung dan

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih

dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi

orang yang berfikir; 

Menimbang, bahwa disisi lain dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa

yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran
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tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau

tidak, jika tidak, maka dipertahankanpun akan membawa kemudharatan bagi

keduanya.  Sedangkan  menolak  mafsadah  harus  didahulukan  dibandingkan

memperoleh  kemaslahatan,  sebagimana  norma  qaidah  Ushul  Fiqh  yang

termaktub dalam Kitab Asybah wan Nadhoir halaman 36 yang berbunyi:

درءا الصمفااسدا مصقصداما علىا جلصبا الصمصصالح
Artinya:  “Menolak  mafsadah  harus  didahulukan  dibandingkan memperoleh

kemaslahatan”;

Menimbang,  bahwa  apabila  dalam  suatu  mahligai  perkawinan  sudah

tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi

antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih

baik, dan dalam hal ini  sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh

Imam  Alauddin  Abu  Bakar  Mas’ud  al-Kasani  dalam  karyanya  Al-Badā’i  al-

Shanā’i Fī Tartīb al-Syarā’i jilid IV halaman 251:

لاّن لحلةل،ا لل ل لصصصاانلا المْلصصصصْ لملك للا ل لصصصصْ للْ لقلا فيا ا رْعلا الطلّ لاّنا شصصصل ولل
لبقْلى قلا للا ي لخْلل لفلا الْ لل صْصدلا اخْت ن قلهلملا،ا ولعل خْلل

ل لللفلا أ لخْت ينْلا قلداْ ت الزّوجْل
لنقْلللبل دل،ا فلت لللىا الملقلاصصصل لةًا إ يلْ لبقْلىا ولاسصصل لنهّلا للا ي لحلةً،ا لل ل لاحلا ملصصصْ النكّ
وجٍْ لللىا زل لصصلّا ولاحلصصداٍ ملنهْلملصصاا إ للا ك لصصصل لي ،ا ل قل لللىا الطلّل لحلةلا إ ل المْلصصصْ

لاحلا ملنهْل. لحلا النكّ لوفْليا ملصلال لسْت لولافلقلهلا ،ا فلي ي

Artinya: ”Disyariatkannya talak/ perceraian adalah demi kemaslahatan. Karena
suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan hal itu membuat
pernikahan sudah tidak ada maslahatnya sehingga perkawinan sudah
tidak mungkin mengantarkan pada tujuan perkawinan tersebut. maka
kemaslahatan  sudah  berpindah  pada  pemisahan  mereka.  agar
masing-masing  pihak  menemukan  kehidupan  mereka  yang  baik
dengan pasangan yang baru”;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas,  Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan

untuk bercerai dengan Termohon dan telah memenuhi semua unsur yang harus

dipenuhi  dalam perceraian  sebagaimana  diatur  dalam  Penjelasan  Pasal  39

Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan
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sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka petitum angka 1

(satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan  Pemohon  dikabulkan,

maka sesuai  Pasal  117 dan Pasal  118 serta  Pasal  131 Ayat  (2)  Kompilasi

Hukum Islam, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon  dikabulkan

dengan  memberi  izin  kepada  Pemohon  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj’i

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang,  bahwa  untuk  pelaksanaan  ikrar  talak  tersebut,  maka

berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan  kedua Undang-Undang Nomor  50  tahun 2009  tentang Peradilan

Agama  maka  setelah  putusan  izin  cerai  ini  berkekuatan  hukum  tetap,

Pengadilan Agama  Sangatta akan menentukan hari  sidang penyaksian ikrar

talak,  dengan  memanggil  Pemohon   dan  Termohon   atau  wakilnya  untuk

menghadiri sidang untuk itu;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor  7  tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009  tentang  Peradilan  Agama  maka  petitum  angka  3  (tiga)  permohonan

Pemohon dikabulkan dengan membebankan seluruh biaya yang timbul dalam

perkara ini kepada Pemohon;

Mengingat  dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan

dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
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3. Memberi  izin kepada Pemohon  (PEMOHON) untuk menjatuhkan  talak

satu  raj’i terhadap  Termohon  (Rohani binti  Masrani) di  depan sidang

Pengadilan Agama Sangatta;

4. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini  dijatuhkan pada hari  Rabu tanggal 5 September

2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 Hijriyah, oleh Ismail,

S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh

Abdul  Rahman  Sidik,  S.H. sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh

Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

ttd
Ismail, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Rahman Sidik, S.H.

Perincian Biaya :
1 PNBP : Rp 70.000,00,-
2 Proses : Rp 50.000,00,-
3 Panggilan : Rp 450.000,00,-
4 Meterai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 580.000,00,-
(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)
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